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HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM PELAKSANAAN 

DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA REFORMASI 

(Muhammad Dito De Putra, 2010117001, 63 Halaman, Hukum Tata Negara, 

Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024) 

ABSTRAK 

Mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh 

setiap orang, Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi menjamin 

kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui peraturan perundang-

undangan. Terjadi perbedaan terhadap pelaksanaan hak mengeluarkan pendapat oleh 

masyarakat dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan 

Presiden Joko Widodo. Rumusan masalah yang penulis angkat pertama, Bagaimana 

hak mengeluarkan pendapat ditinjau dari segi paham negara hukum dan negara 

demokrasi yang dianut Indonesia? Kedua, Bagaimana perkembangan hak 

mengeluarkan pendapat di Indonesia pasca reformasi?  Untuk menjawab penelitian 

ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari 

pembahasan pertama, pelaksanaan hak mengeluarkan pendapat bergantung pada 

karakter dan paham suatu negara. Negara dengan prinsip hukum dan demokrasi akan 

meningkatkan kualitas kebebasan mengeluarkan pendapat, sedangkan negara otoriter 

akan mengalami banyak pembatasan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. 

Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi, menjamin mengeluarkan pendapat 

yang bertanggung jawab sesuai peraturan, seperti diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka 

Umum. Mengeluarkan pendapat penting dalam membentuk pemerintahan yang baik, 

sehingga memungkinkan warga negara memberikan masukan kepada pemerintah. 

Kedua, perkembangan hak mengeluarkan pendapat di Indonesia pasca reformasi 

mengalami berbagai dinamika. Setelah reformasi, Indonesia telah melaksanakan 

empat kali pemilihan presiden langsung yang menghasilkan dua presiden: Susilo 

Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (2014-2024). Kebebasan 

mengeluarkan pendapat berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia dari masa 

pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua dengan rata-rata 

keseluruhan sebesar 69,63% dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan 

rata-rata keseluruhan sebesar 64,47%. Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sering digunakan sebagai pembatasan terhadap kebebasan mengeluarkan 

pendapat bagi warga negara, sehingga terjadi penurunan terhadap hak mengeluarkan 

pendapat. 

 


